ISALINAN|

PERATURAN BLUPATI PURWOREIQ
NOMORTY TAHUN 2017

TENTANG

EZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN
KE NON PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWORE D,

Menlmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142
Peraturan Dacrah Kabupsten Purworsje Nomor 27
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Whiayah
Kabupaten Puraworsjo Tahun 2011-2031, perlu
menectapkan Peraturan Bupati tentang lzin Perubahan
Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;

Mengingat : 1.Pasal 18 sayat |5 Undeng-Undang Dasar Negarn
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dasrah-doerah Eabupstenn Dalam
Lingkungan Propinsl Jawa Tengah;

4. Undang-Undeng Noemor 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor S5HT),
Sebagrimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dergan Undanpg-Undang HNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang
Momor 23 Tahin 2014 tentang Pemerintahan Dasrah
[Lembaman Negama Republik indonesas Tahun 2015
Momar 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor S5679);

4. Perpturan Pemerintah Nomor 15 Tabhun 2010
Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51043;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wihlsyah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah BEabupaten
Purworsjo Tahun 2011 Nomor 27);
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MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG [ZIN PERUBAHAN

FENGGUNAAN  TANAH PERTANIAN KE  HNON

PERTANIAN,
HAB |
KETENTUAN UMLM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yvang dimaksud dengan :

I
2.

il

Daerah adalah Kabupaten Purworejo,
Pemerintah Dmerah adalnh Bupst sebagai unsur penyelenggara
pemermntaban  daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah odonom.
Bupati adalah Bupatl Purwoneko.
kzrin adalah Izxin Pefubahan Pengpunaan Teanah Pertanian ke Non
Pertanian,
Perubahan penggunaan tmnonh pertanian ke non pertanidan yYang
selanjutnya disebut perubahan penggunaan tanah odalnh sedap
usaha atau kegintan yang mengakibatkan berubabinye penggunaan
tanah dart tanah pertanian menjadi tanah non pertanian.
Tanah pertanian adalah tansh yang mempunyal status pertanian
yang digunakan untuk kegiatan di bidang pertanion dalam arts
hias, antama in berupa persawehan, tegalan, kebun Campuran,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, penggembalasn
dan pengpunaan luinnya di bidang pertanian.
Tanah non pertanian sdalah taneh yang mempunyai stotis non
pertanian  yang diguneaken untuk © kegatan di huar  bédang
pErtanan, anl_aim kin  berupa perindustrian, permukiman
{perumahan dan perkasnpungan), pur]-:.anr.-:-mn. perdagangan,
fasilitas wmum, fesilitas sosial, sarana olahrags,
rekreasi dan pengpunesn lainnya di bsdang non p-l:l"t-ﬂm-ﬂ.l'l
Pemohon adalah peromangan atau badan  yang  mengajukan
permolionan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke mon
pertanian.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atan modal yangmerupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tdak
melakukan usaha vang meliputl perseroan terbatss, persernan
komanditer, perseroan lainnya, badan wsaha milik negara (BUMN],
atau badan usaha milik daerah (BUMD] dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, Arma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekuiuan, p:rkumpxﬂan VAYASAN, OTgANISAS] Massa, organisasi
sosial politik, ateu organisasi ninmya, lembagn dan bentuk badan
laintiva terrmasuk Eontrak investasl kolektif dan bentuk usahn
tetap.
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10, Dinas Penanaman Modal dan Petayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnyn disingkat DINPMPTSAP adaleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Kabupaten Puraorego.

11. Dinas Perumahan Rakyal, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
vang selanjuinya disingkat DINPERKIMTAN sdalah Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  Pertanahan
Kabupaten Purworejo,

12. Satuan Polisd Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang
selanjutnya disingkat SBATPOL PP DAN DAMEAR adalah Satusn
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kehakaran Eabupaten
Purwareis.

13. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjuinya
disingkat DPPKP adalah Dines Pertanian, Pengan, Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Purworejo,

14. Mnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang veng selanjutnya
disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penstaan
Ruang Kabupaten Purworsjo.

15. Informaal Kesesualan dengan Tata Ruang adalah informasi tertulis
vang diterbitkan oleh Dinss Pekerjoan Umum dan Penatasn Ruang
Kabupaten Puragrejo, yang memuat informasi tekstual dan spasial
mengenai  kesesuaian  dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purworejo.

16. Pertimbangan Teknis Pertanahen adalah pertimbangan  terfulis
yang diterhitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pursoreje yang

memital pertimbangan tekstual dan speskal mengenal ketentuan
dan syaral pengeunssn dan pemanfaatan tanah.

BAEB I

STATUS DAN KLASIFIKAS! TANAH PERTANIAM
Pasal 2

Tanah pertanian dibedakan statusnya menjadi
. tanah pertanian basah atmus sawah (S dan
b. tanah perianian kering ata darat (D).

Pazal 3

(1] Tanah pertanian basah atau sawah (9), sebagaimana dimalasd
dalam Pasal 2 hurul a, meliput

savwath klnsihkasa 1 (5.1);

aswah lklasifilkkasd 11 (S,11);

pawah klasifikasd 11 (S.001);

sawah klasifikasi IV [S.1V]):

savwah klasifiikasi ¥ (5.V]);

aawah klasifikasi V1 [2.V1); dan

sawah klasifikasi W11 (5.1}
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{2} Tanah pertanian kering atsau darat (), sebageimana dimaksud
dalam Pasal 2 hural b, meliputa :

darat klasifikasi 1 [13.1);

darat klasifikeass 11 (D.11);

darat klasdfkeasd 111 (D10}

darat klasifikasi IV (D.IV);

darat klasifikasi V [D.V]);

darat klasifikasd V1 [D.VI1);

darat klasifikasi VI [D.VII); dan.

darat klasifikasi VI (D).

ol B LIS RS

{3} Klasifikasi tanah sebagaimana dimaksod pades ayet (1] dan ayat
{2}, tercantum dalam Buku Letter C tanah dan/ atau Sertipikat
taneh yang bersangkutan.

(4] Apabila dalam Buku Letter C tanah dan) atau Sertipikat tanah
tidak tercantum klasifikasi tanah sebaganimana dimakswd pada ayat
{2) dan avat [3], maka klasifikasi tanah ditentukan berdasarksn
Surat Keterangan kiasifikasi tanah yvang diterbitkan oleh kepala
desa aton kepala kelurahan,

BAB I
KEWATIBAN 1ZIN
Pasal 4

[1] Betiap orang atai Badan vang akan melakukan perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan klasifilkasd
rerteniy, wajib memperoleh izin dan Bupati,

5 Eelasifiksal terientu sebagalmana dimaksud pada syat (1], meliputi:
a. sawah dengan sermnuga klasifikasi;
b. darat dengan klasifikasi sehagai berikut:
I. darat klasifikssai [V I:D'ﬁ"h dengan luas lebih dari 5.000 m?
jLima ribu meter
darat lklasifikasi V I:D"i.l']., dengan [uas lebih dam 2000 m?
{Cua ribu meter persegi);
darat klasifikasi V1 ({D.VI);
darat klasifikasi VI (DY) dan
darat klasifikasi VI {DVTI).
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BAB IV

PELAYANAN PENERBITAN [ZIN

Pasal 5
{1} Pelayvanan penerbitan zn dilaloukan cleh DINPMPTSP.

{2) Pelayanan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat [1] :
a. diberikan berdasarkan permohonan [xnn dari Pemohon;
b, diberikan setelah terpenubinya semua  persyaratan  dan
dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan I=in.

BaB V
PERSYARATAN 1ZIN

Pasal &

(1] Permohonan izin dinjukan oleh Pemohon kepada Bupati c.g Kepala
DINPMPTSF secam tertulis atou dapat dilakukan dalam janmgan

(2] Pengajuan permohonan lzin sebagaimana dimaksud pads syat (1)
disertai dengan dokumen persyaratan,

(3] Dokumen persyaralan sebagaimana dimaksud pada avat [2)
e pati
foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KT# Pemohon;

HI
b akta pendinan badan usaha dan perubahannya [apabila terjadi
perubihan), untuk Pemohon badan usaba;

foto kopi Momeor Pokok Wajib Pajak (NFWEF);

Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang (IKTR);

Pertimbangan Teknis Pertanahan {FTP);

foto kopi sertipikat tamah;

foto kops buku Letter C desa yang mencantumkan klasifikasd
tanah atau surat keterangan klasifikasl tanah vang diterbitlian
nleh kepala desa/ kepals kelurshan apabila delam sertipikat
tonah tidak mencantumkan klesifiknst tanah; dan

h. surat kuasa, apalala dikussakan.
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BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN FENERBITAN LZIN
Pasal 7

{1} Permohonan Izin dan pelayanan penerbitan Izin  dilaksanalkan
sesual standar operasional dan prosedur perizinan.

{2} Standar operasional den prosedur perizinan sebagaimana dimakeud

pada aval [1), ditetapkan obch Kepala DINPMPTSP dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
MASA BERLAKU DAN PERCABLITAN LZIIN
Fasal o

[1] Tzin berlako untuk setiap | (satu] bikdang tanah dengan | (satu|
sertifilomt.

[2] zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaba selama tanah
vang bersanghuran dipergunakan untuk keperhian non pertanian.

Pasal 9

1) Apabiia dalam 12 [dua belas) bulan Pemegang bzn belum mulak
melakukan perubahan penggunaan  tanah  pertanian ke non
pertanian, maka lzin dapat dicabut.

(2] Pencabutan lzn sebagaimmana dimaksud pada syatl (3} dilakukan
segiuhl standar operasional dan prosedur pencabulan mzin,

BAB VII

PERUMLUSAN KEBIJAKAN, FEMBINAAN TEENIS,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LZIN

Pasal 10

(1] Perumusan kebijakan dan Penyusunan Peraturan yang berkritan
dengan substans: lan, merupakan kevenangnn DINPEREIMTAN.
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(2]

(3]

(4

Pembinean teknis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan [zin,
secare fungasional tetap menjadi kewenangan DINPERKIMTAN.

Pengawasan dan pengendalian  terhadap kegiatan  perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang belum benzin,
menjadi kewenangan SATPOL PP DAN DAMEAR, DINPERKIMTAN,
DPPEP, dan DPUFE,

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan  perubahan
penggunann taneh pertoniam ke non pertaninn yvang sudah berznn,
secara lungsional menjedi kewenangan dar DINPMPTEP bersams
DINPERKIMTAN.

BAB X

FELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN LN

Pasal §1]

Dalam  melaksanakan wewenang penerbitan  [zin, Kepala
DINPMPTSP secarn pericdik atau sesuai kebutuhan menvampaikan
laporan tertules kepada Bupati melalui Sekretans Doerah dengan
tembusan kepada DINPEERKIMTAN.

Dalam rangka menghkoordinasikan permasalahan yang berkaitan
dengan pelovanan penerbitan l=n, maka DINPMPTSP secara
periodik melaksaneskan rapal koordinasi bersamo-sama  dengan
DINPERKIMTAN dan Dinas/ [natans terkadt.

DINPERKIMTAN  secarn  perindik  atRu  sesual kebutuhan
menyampaiknn laporan pengawasan pengendalinn atas kegiatan
perdbihan penggunasn tanah perianian ke non perianian yang
betum berzin kepada Bupatl melahd Sekretaris Daecrah dengan
tembusan DINPMPTSP.

DINPMPTEP secara periodik atau sesual kebutuhan menyampsikan
laporan  pengawasan  pengendalian atas  kegiatan  Pengalihan
pemanfaatan tanagh pertanian ke non pertanian vang telah berkzin
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah  dengan  tembusan
DINPEREIMTAN.



BAR X
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 12
Peraturan Bupatl il mulal berlalu pada tanggal diundangkan.
Agar setinp orang mengetabuinya, memerntahkan pengundangan

Peraturan Bupati i dengon penempatannya dalam Benta Dasrah
Kabupaten Purworsjo.

[Htetapkan di Purwsnejo
pada 1angegal 16 Oktober 2017

BUPATI PURWORE.IO
Cnp tid
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworeio
piidda tangual 16 Oktober 2017

SEERETARIS DAERAH EABUPATEN PURWOREIO
Cap Hd

SAlD ROMAFHON

HERITA DAERAH BABUPATEN PFURWORE. IO
TAHUN 2017 NOMOR T3 SERI E NOMUR 56



